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PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUI(O

PE RATUR,AN DAERAH KABUPATEN M UKOM U KO

NOMQR 13 TAI{UN 20O6

TENTANQ

PEMBENIUKAII, PENGHAPUSAN DAN PENGGABLINGAN PESA

PENQAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E$A

l,4eninrbang : a.

BUPATI MUKOMUKO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 ayat (2) dan

ayat (3) Undang-undang Nompr 32 Tahun 2004 tentanq

Pemerintahan l)aerah, perlu ditetapkan Peraturein Daerah

l(abupaten Mukornuko tentang Pembentukan, Penghapusan dan

,-'nnnnelrlnnen llor ,..rYvvv,,v-,, --sa;

lrahwa untuk kelancaran Pelaksanaan perubahan tersebur perru

ntenetapkan aturan tentang Pembentukan Penghapusarr darr

Penggabungan Desa dalam l(abupaten h{ukomuko;

bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b di atas

perlu dialur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Mukomuko

Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pernbi:ntul<an

Kabupaten Mukomuko, Kabupaton Seluma dan Kabupaten Kaur

di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 l'{omor 23, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4266);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287)',
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Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-un(angan (Lembaran Negara Rebuplik

Inclonesia Tahun 2004 NomOr 53, Tamoahan Lembaran Negara

Nomor 4389);

Undang-undang Nom qr 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2044

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)''

Undang.undangNomor33Tahqn2004tentangPerimbangan

Keuangan antara Pemerintah PUsat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

, Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai

Daerah otonom (Lembaran Negara Republik l,rdonesia

Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Notnor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2C00 tentang

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202

Tambahan Lenrbaran Negara Nomor 402"2)"

peraturan Pemerintah Nomor 58 l'ahun 2005 tentang

PengeIoIaanKeuanganDaerah(LembaranNegaraRepublik

IndonesiaTahun2005Nomor140'TambahanLembaranNegara

Nomor 4578 ):

g,'peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Ncnrcr 158

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587)'
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Qon gan PersetuJuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUI(O

DAN

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN

Msrreratrkan I PERATURAN DAERAH KAFUPATEN MUKOMUKO TENTAI'iG

PEMBENTUTNIPENGHAPUsANDANPENGGABUNGAN

DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Posal 1

t ',

Dalarn Pera(uran Daerah ini yang dimaksud dengan :

a, Daerah adalah Kabupaten Kabupaten Mukomuko;

penrerintahan paerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko:

'(c;ara Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko;

le,^,ar Pen*akilan Rakyat Daerah adalah Dewan Pen'vakilan Rakyat Kabupaten

l,'.<c:ntiko;

carat adalah Kepala Daerah yang mempqnyai wilayah kerja di tingkat Kecarnatan

calam KabuPaten Mukomuko;

, Desa adatah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas'batas wilayah yang

berwenanguntu}<mengaturdanmenguruskepentinganmasyarakatsetempat,

bercjasarkan asal-usul dan adat istiadat sotempat yang diakui dan dihormati dalam

Eistent Pemerintaiart Negara Kesatuan Republik lndonesia;

g, Pemerintahan Desa adalah penyelengaran urusan pemerintahan oleh Pemeritttah

Desa dan Badan Peimusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus

kepentingann masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat

setempat yang drakui dan dihormali dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan

Republik lndonesia;
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h, BacJan PerntUsyawaratan Oesa selanjutnya Qisingkat BPD, adalah lembaga yang

merupakan penwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pomorintahan desa

sebagai unsur penyelenggara Peme rintahan Pesa;

PenlerintahDesaatauyangdisebutdengannamaIainada|ahKepalaDesadan

Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

Penibenlukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru dapat berupa

penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandtngan' atau

penrekar0n dari salu desa nrenjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa dt

Iuar ciesa yang telah ada,

Penggabungatt desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru;

Penglrapusan desa adalah tindakan menjadikan desa yang ada akibat tidak

nrenrertuhi syarat dan ?taq digabung dengan desa terdekat'

Penataan Oesa adalah tindakan menata 1 (satu) wilayah desa sehingga

,"3:!Q{ taiKan terbaginya wilayah desa dalam beberapa dusun;

3..:s a 3T acatan peng0unaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau

.-.- : ^ s.:a;a nya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa;

:_,. :-::^ a:alah penggunaan unsur buatan manusia sepe(i pilar batas, lalan

.: r3.glO a'i, saIuran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan

- BAB II

PEfuItsENTUKAN, PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 2

(1) Desa dibentuk, dimekarkan, digabung, dihapus dan atau ditata atas prakarsa

nrasyarai<at oengan momperhatikan asal-usut desa, kondlsi geografis' sosial

budaya dan ekonomi masyarakat setempat'

(2) Tujuan Pembentukan, pemekaran, penggabungan' penghapusan dan atau

penataandesaadalahuntukmeningkatkandayagunadanhasilguna
penyeleng g a ra an pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan'
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Pasal 3

Pembentukan Oesa dapat berupa penggabqngan

yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa

pernbentukan desa diluar desa yang telah ada'

beberapa desa atau bagian desa

menjadPdua desa atau lebih, atau

BAB III

P ERSYARATAN PEM B ENTUKAN, PEMEKARAN, PEN G GAEU NGAN DAN

PENGHAPUSAN DE$A

Pasal 4

Persyaratan Pemlrentukan, Pemel<aran, Penggabungan dan Penghapusan Desa

'!
c\Jc|ctt I

a Jrnrlah penduduk minimal 1,000 jiwa atau 200 Kepala Keluarga (KK) ;

; Luas Wilayah terjangkaU Secara berdaya guna dan borhasil guna dalarn iarS('3

penyelenggaraan pemerintahan, pombangunan dan kemasyarakatan;

: i',lempunyai pOtensi sUmberdaya alam yang dapat dikelola untuk keper'l rga:'

nasyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan; dan

. Iersedianya sarana dan prasarana Pemerintahan Desa' +r

BAB IV

M E KAN I S ME PEM BENTUKAN, PEM EKARAN, PENGGABUNG/.N DAN

PENGHAPUSAN DESA

Pasal 5

Dengan memperhatlkan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta syarai-s5'arai

sebagaintana dimaksud dalam Pasal 4, Desa dapat dibentuk, dimekarkart

drgabung, dihapus dan atau ditata dalam rangka meningkatkan daya guna dan

hasrt g una penyelengg araan keg iatan pemerintahan, pemba ng unan da n

kernasyarai<atan,

Penrbentukan, pemekaran, penggabungan, penghapusan dan atau penataan

cJesa dilakukan " atas usul Kepala Desa dengan persetujuan Badan

Perrnusyawaratan Desa dari desa yang terkait'

:r C.tttlat

i ^:li

nrelakukan Verjfrkasi dan Rekomendasi atas usul Kepala Desa kepada
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(4)

/()

Untuk melaksanakan p€mbentukan, pemekaran, penggabungan dan ataLi

penglrapuson desA, Bupati membentuk panitia, yang terdiri dari UnsUr Pernerintal-r

Daerah.

Perrrbentuk6n, Pernecahan, Penggabungan dan Penghapusan Desa ditetr':pkan

dcngan Peraturan Darerah

BAB V

BATAS WILAYAH PESA

Pasal 6

Sebagai tanda pemisah antarwi.l?yah dQSa yang satu dengan wilayah desa yang

lain, ditetapkan batas wiIayah desa dengan Peraturan Desa berdasar,<an ri',la,al

desa clan atas persetujuan ber$ama dari desa yang berbatasan'

t3atas wilayalr sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa batas aia]1

mauFUfl batas buatan,

GanrbarulnummengenaikondisigeOgrafiwiIayahdesadisajikandalamce.:-(
Po'2 npq2

Pasal 7

Ja'an rangka mewujr:dkan tertib batas wilayah dess'

Pelaksana/Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah
J-

8AB VI

PEMBAGIAN WTLAYAH DESA

Pasal 9

(1) Dalam wilayah desa dapat dibentuk dusun (alau sobutan lain)' yang merupakan

bagianwi|ayahkorjapelaksanapemerintahandesayangdipimpinolehKepa|a

Oustrn (alau sebutan lain)'

(2) Syarat'syarat pembentukan dusun :

a.JumlahPendudukpa|ingrendah250jiwadanS0kepalake|uarga;

b.Luaswi|ayahterjangkaUsecaraberdayagunadanborhasilgunadatamrangka

penyelenggaraanpemerintahan'pembangunandankemasyarakatan;c1an

frW
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(2)
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t3upati membenluk Tim
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(2)

KoncJisi sosial budaya masyarakat memungkinkan adanya kerukunan hidup'

kerukunan be ragama dan menampung perubahan hidup bermasyarakat

sesuai dengan adat istiadat setempat.

Perlbentukan dusun (elau sebutan tain) ditetapkan dengan Peraturan Desa'

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daera:

Kabupaten Mukomuko mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku

i'ial.hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang nrer';3:a

pclaksanaannya, akan diatUr lebih lanjut dengan Peraturan Bupatr car a"2-

Keputusan Bupati Mukomuko

Pasal 1 1

Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

selap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan penS-nra^Ja-

^ i^ /.r^^^^^ ^n^^m^arrnnrrc.jalam Lembafan Daerah Ka:_;a:=-to3 (l'l llll ugllgcll PtrlltrlllPdtdrlrlyd L

Disahkan di Mukomuko
pada tanggal 2B Desember 2aaa

BUPATI MUKOMUKO,

TTD.

ICHWAN YUNUS

(1)

(2)
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lUnCalgkan di Mukomuko
-a-Oiltrants€t zg 0esember 2006

/ bEl\l( tr AEMH MBUPATEN MUKOMUKO

uAf{Dr DJIDTN
ma Muda NlP, 160020278

N DAERAH |GBUPATEN I''IUKOI/UKO TAHUN 2006 NOMOR 13 SERI D'
80, hluxomuxo




